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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Manajemen Risiko Perbankan 

1. Pengertian Perbankan dan Manajemen Risiko 

Istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umumnya 

bagi yang sudah pernah menggunakan jasa perbankan. Istilah perbankan 

berasal dari kata “bank” yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit.
1
 Atau bank adalah suatu badan usaha 

yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana 

(surplus) kepihak yang kekurangan dana (deficit) pada waktu yang 

ditentukan. Jadi perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai 

lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan deficit dana. 

Sedangkan istilah manajemen berasal dari kata to manage berarti 

control. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, 

menangani, atau mengelola.
2
 Selain itu, kata manajamen dalam kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif 

untuk mencapai sasaran. 
3
 demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh 

Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien 

dan efektif dengan dan melalui orang lain.
4
 Dalam bahasa yang sederhana 

efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan 

sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan 

akan berusaha mencapai tingkat output dan input seoptimal mungkin. 

Kemudian istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) 
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dari suatu perbuatan atau tindakan.
5
 Sedangkan dalam kamus manajemen, 

risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian 

dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan 

ekonomis.
6
 Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi 

kerugian atau kehancuran. Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko 

yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan 

atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan 

yang ingin dicapai.
7
 Bank Indonesia sendiri memberikan defenisi risiko 

yang tertuang dalam PBI sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa 

(events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank.
8
 

Risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian. 

Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa 

kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang 

berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu 

sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar 

risiko terkait dengan adanya ketiakpastiannya terukur secara kuantitatif.
9
 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa risiko adalah 

peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan 

(merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per 

orang. 

Dengan pembahasan di atas dapat kita buat suatu kesimpulan 

bahwa manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis  

dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, 
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menetapkan solusi serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang 

berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
10

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa 

manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 

digunakan oleh perbankan untuk mengindentifikasi, memantau, mengukur 

dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. 

Manajemen risiko adalah mengindentifikasi, mengukur, memantau 

dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko 

yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.
11

 

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko 

serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil 

antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, 

mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua 

konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada 

risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana 

alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko 

keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan 

menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan Islam juga 

berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga 

karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.
12

 

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas 

tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam 

memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan 

berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.
13
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Dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa esensi 

menajamen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi 

pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap dapat terkendali pada batas 

atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. 

2. Filosofi Manajemen Risiko 

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992, sebagai 

salah satu lembaga intermediator yang menghimpun dana dari unit yang 

mengalami surplus lalu menyalurkan dana tersebut ke unit deficit, Bank 

Islam diharapkan dapat mengoptimalkan laba serta meningkatkan nilai 

bagi para stakeholdernya. Kredibilitas dan kinerja pimpinan, karyawan, 

sistem, produk dan layanan, jaringan, dan teknologi perbankan Islam 

diharapkan sempurna dan menyempurnakan sistem perbankan yang ada. 

Masa depan perbankan akan sangat ditentukan oleh kemampuan 

manajemen perbankan Islam dalam menghadapi berbagai peubahan pesat 

yang terjadi saat ini. Tidak dapat dielakkannya globalisasi, pesatnya 

informasi, dan teknologi serta inovasi keuangan membuat sektor 

keuangan, tempat perbankan Islam bernaung, menjadi makin kompleks 

dinamis, dan kompetitif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan deraan 

risiko terhadap perbankan Islam dimana semua risiko ini mutlak harus 

dikelola.  

Lain halnya dengan bank konvensional, bank Islam tidak hanya 

dihadapkan pada risiko yang sudah lebih dulu dilalui bank konvensional. 

Bank Islam memiliki sifat yang unik dan relatif beragam. Bank Islam 

tidak hanya dihadapkan pada risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, 

risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, tetapi juga risiko-

risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. 

Risiko-risiko unik itu antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko 

pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya. 

Para banker bank Islam perlu memahami suatu sistem yang mampu 

mengarahkan dana kelolaan mereka ke aktivitas-aktivitas pembiayaan dan 

jasa yang memiliki rasio risiko terhadap potensi imbal hasil yang terbaik. 
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Mereka diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrumen 

manajemen risiko tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariah, namun juga teknik instrumen manajemen risiko yang unik yang 

terdapat pada perbankan Islam. Meskipun tantangannya sedemikian besar, 

jika bank Islam kembali pada karakteristik dasarnya yaitu memprioritas 

penggunaan akad bagi hasil dalam penghimpunan maupun penyaluran 

dana, memungkinkan bagi bank Islam berada pada posisi yang lebih 

stabil. Hal ini karena kerugian pada sisi aset (pembiayaan) akan langsung 

diserap dengan pembagian risiko pada sisi liabilitas (penghimpunan 

dana). 

Kesimpulannya adalah bank Islam harus memulai mengelola 

risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, 

mengindentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan 

melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen 

risiko yang dilakukan. 

3. Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Islam 

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang 

beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus 

sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan 

untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat.
14

 Zamir Iqbal dan 

Abbas Mirakhor melihat risiko yang dihadapi perbankan Islam 

dikelompokkan menjadi empat klasifikasi.
15

 Meliputi pertama, risiko 

keuangan (financial) yang mempunyai dampak langsung pada aset 

liablilitas sebuah bank. Risiko finansial ini sendiri dibedakan menjadi tiga 

bagian meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko investasi equitas 

(khusus untuk pembiayaan non bank). Kedua, risiko bisnis, yaitu terkait 

dengan persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam 

perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko  tingkat pengembalian dan 
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2008), hal. 288 



17 
 

risiko penarikan. Ketiga, risiko treasury meliputi risiko yang bersumber 

dari manajemen sumber daya finansial institusi dalam term manajemen 

kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan 

manajemen aset liabilitas (MAL).  Keempat, risiko pemerintah yang 

meliputi risiko operasional, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko 

reputasi.  

a. Risiko Pembiayaan 

Pada umumnya istilah risiko kredit dengan risiko pembiayaan 

adalah sama. Karena keduanya merupakan jenis produk dengan sistem 

yang sama. Yang membedakannya adalah sistem bunganya pada bank 

konvensional, dan bagi hasilnya pada bank Islam. 

Merujuk pada modul sertifikasi manajemen risiko tingkat I 

dijelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan 

debitur/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit 

pada bank.
16

 Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersil 

maupun kredit konsumsi terdapat kemungkinan debitur tidak dapat 

memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti 

kegagalan bisnis, karena karakter debitur yang tidak mempunyai 

itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, atau memang 

terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. 

Definisi antara risiko kredit dengan risiko pembiayaan tidak jauh 

berbeda. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah 

atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai 

perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok 

risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat 

terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok 

pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi 

menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam 

kelangsungan usaha bank. 

                                                           
16

 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko I: Mengindentifikasi Risiko Pasar, 
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Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagi aktivitas bisnis 

bank. Pada sebagian besar bank, (termasuk konvensional yang telah 

penulis sebutkan di atas) pemberian pembiayaan merupakan sumber 

risiko pembiayaan yang besar. Selain pembiayaan, bank menghadapi 

risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, 

akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, 

transaki nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan 

kontingensi. 

Sesuai dengan basle committee pada Juli 1992 pada prinsipnya 

pengelolaan risiko kredit mencakup beberapa hal penting,
17

 pertama, 

seorang pimpinan harus mampu melihat kemungkinan risiko kredit 

yang muncul dan disesuaikan dengan kemampuan modal perbankan. 

Pada tataran operasional, semua produk dan aktivitas harus dihitung 

kemungkinan risiko yang akan muncul. Kedua, setiap aktivitas 

perbankan harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Kebijakan 

prosedur pembiayaan seringkali memerlukan analisis potensi dan 

masalah dari sebuah proyek yang akan diberikan bantuan modal. 

Kebijakan prosedur pembiayaan harus memuat masalah batasan 

jumlah peminjaman yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan 

dalam proses kredit. Batasan jumlah peminjaman juga 

memperhitungkan kemungkinan perilaku moral hazard oleh 

peminjam ketika diberikan dalam jumlah kredit yang besar. Ketiga, 

perbankan harus selalu menjalankan prosedur administrasi kredit, 

pengukuran dan proses pengawasan. Kelengkapan sistem informasi 

seperti cepatnya prosedur pembiayaan sangat penting sebagai 

penunjang. Keempat, bank harus mengasuransikan kredit yang 

diberikan sebagai upaya untuk mengelola resiko. Manajemen risiko 

kredit tidak bisa dipungkiri juga bergantung pada corporate 
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governance (CG). Kelima, pengawasan harus selalu dilakukan sebagai 

upaya untuk menjaga efektifitas kinerja perbankan. 

b. Risiko Pasar 

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi 

neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang 

timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain 

adalah suku bunga, nilai tukar,
18

 risiko komoditas dan risiko ekuitas.
19

 

Risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat 

diperdagangkan atau disewakan.  

Risiko pasar yang timbul akibat pergerakan harga pasar, dapat 

berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham 

dan sukuk, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi riil dari 

aset yang dimiliki bank Islam. Apapun asetnya, bank Islam akan 

menghadapi risiko ini ketika aset yang dimiliki bank Islam tidak 

dipegang hingga jatuh tempo, namun hanya dipegang hingga periode 

waktu tertentu. Untuk terkena dampak risiko pasar, bank Islam tidak 

harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Dalam posisi pasif 

sekalipun, bank dapat terkena dampaknya seperti pada risiko nilai 

tukar mata uang. 

Berbeda dengan bank konvensional, bank Islam tidak dibolehkan 

terlibat dalalm transaksi spekulatif yang mengandung gharar, dan 

maysir (judi). Selain itu, bank Islam juga tidak diperbolehkan 

bertransaksi pada produk yang mengandung riba, seperti instrumen 

berpendapatan tetap (obligasi, SBI, deposito, dan sejenisnya). Artinya, 

jika bank Islam benar-benar mematuhi prinsip syariah, sadar atau 

tidak sadar, mereka telah melakukan mitigasi risiko pasar. 

Pada bank konvensional, sumber risiko pasar terbesar diperoleh 

dari kegiatan mengambil profit yang agresif, lazimnya melalui 

transaksi jangka pendek dan berrisiko tinggi, seperti transaksi derivatif 
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dan saham. Pergerakan harga saham dan komoditas (seperti minyak 

mentah, kedelai dan emas) yang dipengaruhi hukum permintaan dan 

penawaran di pasar adalah faktor penentu risiko ini. Selain itu, 

kegiatan intermediasi melalui utang berbasis bunga merupakan 

sumber risiko pasar terbesar kedua pada bank konvensional. 

Intermediasi berbasis bunga akan meningkatkan eksposur bank 

terhadap berbagai risiko, seperti risiko operasional, risko kredit dan 

risiko pasar. 

Dapat dikatakan bahwa bank investasi yang aktif dalam kegiatan 

mengambil profit berbasis spekulatif di pasar keuangan, memiliki 

risiko pasar lebih besar dari bank komersil, dan bank komersil 

konvensional yang berbasis bunga lebih besar risiko pasarnya dari 

bank Islam. Namun pada ketiganya, risiko pasar dapat terjadi karena 

pergerakan kondisi makro ekonomi, seperti nilai tukar dan inflasi.
20

 

Risiko pasar pada bank Islam sangat unik disebabkan oleh 

karakteristik akadnya. Tidak hanya akibat transaksi di pasar keuangan, 

seperti berinvestasi di pasar saham dan sukuk, namun tidak sampai 

jatuh tempo, risiko pasar pada bank Islam dapat terjadi dari kegiatan 

pengelolaan aset dan liabilitas di luar kegiatan transaksi. Misalnya 

kegiatan pembiayaan melalui akad Murabahah, ijarah muntahiya 

bittamlik dan istishna‟, berpotensi menimbulkan risiko pasar. Adanya 

perbedaan harga aset setelah diakuisisi oleh bank dan sebelum 

diserahterimakan ke debitur pada akad Murabahah, ijarah dan 

istishna‟. Perubahan harga pada aset yang dikembalikan debitur, bisa 

karena sebab barang cacat, atau periode kontrak lebih pendek dari 

masa manfaat aset. Pergerakan harga sebelum dan sesudah 

penyerahan barang oleh penjual pad akad salam. Semua ini tidak 

terjadi pada bank konvensional, di mana mereka menggunakan skema 

pembiayaan tunggal berbasis bunga. 
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Gambar 1. Risiko Pasar yang dihadapi Bank Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, secara sistematis berdasarkan 

kegiatannya, ada empat jenis risiko pasar yang dihadapi bank Islam. 

Pertama, risiko imbal hasil. Risiko ini terjadi ketika imbal hasil yang 

diharapkan tidak terpenuhi akibat pergerakan kondisi pasar, seperti 

inflasi, mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Risiko ini 

mencakup ekspektasi keuntungan berkala, seperti pembayaran cicilan 

Murabahah, keuntungan transaksi salam dan istishna‟ serta sewa 

ijarah. Pada dasarnya, risiko ini bukan sesuai aktual kerugiannya, 

namun lebih pada kerugian relatif. 

Kedua, risiko harga komoditas, terutama kontrak yang 

mengharuskan bank memiliki produk (komoditas) tersebut sebelum 

dijual. Perbedaan harga pasar sebelum dan sesudah akuisisi termasuk 

dalam risiko pasar. Misalnya bank membeli produk pertanian dengan 

akad salam. Setelah diterima dan dimiliki oleh bank, harga pasaran 
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produk pertanian tersebut dapat saja turun. Salah satu solusinya, bank 

Islam dapat membuat skema salam parallel. Bank mengikat pembeli 

produk pertanian tersebut sebelum diserahkan oleh penjual aslinya 

(Petani), bank menerima pembayaran di awal dan karenanya dapat 

mengunci risiko akibat fluktuasi harga komoditas pertanian tersebut. 

Ketiga, risiko nilai tukar, terjadi karena fluktuasi nilai tukar karena 

perbedaan waktu pembelian dan penjualan, atau bagi hasil yang 

dilakukan dari sumber bisnis (yakni aset dan pembiayaan) dengan 

nilai tukar berbeda. Keempat, risiko ekuitas pada skema bagi hasil. 

Dalam kegiatan usaha bank berbasis bagi hasil, terdapat pembagian 

kepemilikian, sebagai mudharib dan sebagai shahibul maal. Bagi hasil 

pada sisi pendanaan, menyebabkan bank harus mengusahakan 

keuntungan bagi nasabah (shahibul maal). Dinamika pasar, secara 

tidak langsung, akan mempengaruhi ekspektasi imbal hasil yang 

diminta nasabah, terutama bagi nasabah nasional, dibandingkan imbal 

hasil yang ditawarkan bank konvensional (melalui bunga dengan 

acuan suku bunga pasar) dan bank Islam lainnya.  

Tujuan manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan 

kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap 

aset dan permodalan bank syariah, melalui sistem ini bank syariah 

akan mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil bank berada 

dalam batas yang dapat ditoleransi bank dan bank memiliki modal 

yang cukup untuk mengcover risiko pasar.
21

 

c. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul 

manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (cash flow) 

dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi 
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kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana 

yang mendesak.
22

  

Islamic Financial Service Board (IFSB) mendefinisikan risiko 

likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank 

Islam karena ketidakmampuannya memenuhi liabilitasnya yang telah 

jatuh tempo atau ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai 

peningkatan asetnya dengan biaya relatif murah dan tanpa adanya 

kerugian berarti yang diderita. Sementara BI melalui PBI No. 

13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai risiko akibat 

ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari 

sumber pendanaan arus kas/atau aset likuid berkualitas tinggi yang 

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan bank.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa likuiditas bagi institusi 

perbankan lebih kompleks dibandingkan lembaga keuangan lainnya. 

Likuiditas bagi bank mencakup dua hal, yakni kemampuan bank Islam 

untuk segera memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dan kemampuan 

bank Islam mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah. 

Liabilitas bank yang jatuh tempo adalah jumlah dana simpanan (giro, 

tabungan, dan deposito) yang akan ditarik kembali oleh nasabah. 

Sementara dana baru yang dimaksud adalah akses atau sumber dana 

yang dapat diperoleh oleh bank Islam ketika bank Islam ketika bank 

membutuhkan dana cepat, untuk mendanai aset atau untuk memenuhi 

liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo. 

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya risiko likuiditas 

yaitu:
23

 

1. Pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar, bank 

Islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. 
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2. Ketika bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam 

jumlah besar yang belum terealisasi dengan debitur dan pada saat 

realisasi bank Islam tidak memiliki dana yang cukup 

3. Terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan bank Islam tidak 

memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi 

kebutuhan likuidas nasabah. 

4. Terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank 

miliki yang memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik 

dana simpanannya dari bank. 

Tujuan manajemen risiko likuiditas adalah secara spesifik adalah: 

1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu 

mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. 

2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung 

pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. 

3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat optimal sehingga biaya atas 

pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. 

4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem 

perbankan.
24

 

d. Risiko Operasional 

Kesepakatan Basel II mendefinisikan risiko operasional adalah 

risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses 

internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal.
25

 

Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (human error), 

adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, 

kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara 

bank Islam dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.  
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Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara 

langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa 

kesempatan yang hilang untuk memeroleh keuntungan. Disamping itu, 

risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat 

atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi 

bank, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya 

dapat berakibat pada kerugian finansial. Sebagai contoh reputasi bank 

yang terganggu dapat mengakibatkan para nasabah deposan maupun 

debitur memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada bank lain. 

Kerugian yang timbul akibat risiko operasional yang sudah 

diperkirakan (expected loss), seharusnya dibebankan dalam komponen 

pricing dari aset, sedangkan kerugian operasional yang belum 

diperhitungkan (unexpected loss) harus diantisipasi dengan modal.  

Berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, bencana alam, masalah 

karena tuntutan hukum, kerugian usaha karena kesalahan proses, 

akibat kecurangan manusia, ketidakjelasan dan ketidakcukupan 

ketentuan kerja, hanya merupakan sekedar contoh dari risiko yang 

melekat pada aktivitas yang dilakukan bank sejak lama. Risiko-risiko 

ini termasuk dalam kategori risiko operasional. 

Ada beberapa alasan yang relevan utama mengapa risiko 

operasional perlu menjadi perhatian pimpinan unit kerja di bank 

antara lain:
26

 

1. Bank lebih sering menerapkan program alih daya atau 

outsourcing. Peningkatan popularitas outsourcing dan penggunaan 

teknik-teknik keuangan yang mampu mengurangi risiko kredit dan 

risiko pasar, disisi lain meningkatkan kemungkinan kerugian 

risiko operasional. 

2. Saat ini sudah berlangsung proses deregulasi dan globalisasi. 

Meskipun globalisasi memiliki beberapa manfaat bagi banyak 
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pihak, dibalik itu globalisasi menambah kompleksitas dan 

diversitas budaya, manajemen staff. 

3. Regulasi perbankan yang semakin ketat, aktivitas akuisisi, merger, 

aliansi skala besar dan juga konsolidasi yang memerlukan 

kapabilitas sistem baru yang terintegrasi, proses yang lebih rumit 

dan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. 

4. Penggunaan e-commerce  yang semakin intensif, berbagai macam 

inovasi teknologi semakin berkembang menguji kemampuan 

sistem yang terintegrasi. 

5. Bank semakin rentan terhadap potensi serangan teroris dan  

bencana alam, dan perlu melakukan mitigasi agar operasional 

bank tidak terganggu. 

Semua fenomena tersebut menghadapkan bank pada risiko 

operasional yang baru. 

Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi, risiko 

operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertama, risiko 

operasional yang sering terjadi, namun dampak yang terjadi dinilai 

rendah atau high frequency-low impact, kedua, kejadian terkait risiko 

operasional dengan frekuensi rendah atau jarang terjadi, namun 

dampak kerugiannya tinggi atau sering disebut risiko operasional 

kategori low frequency-high impact.
27

 

Identifikasi risiko operasional perlu dilakukan untuk setiap produk, 

aktivitas, proses, dan sistem yang ada dan akan digunakan oleh 

bank.
28

 

 Identifikasi dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis 

dilakukan, berdasarka proses pemetaan proses operasional utama 

dari bisnis tersebut (mapping process). 

 Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab 

timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas 
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fungsional, produk, proses dan sistem informasi yang berdampak 

negatif terhadap pencapaian organisasi bank. 

 Manajemen kontrol dan proses operasional yang tepat disetiap 

proses utama tersebut akan dapat mengendalikan dan mengurangi 

terjadinya risiko operasional. 

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk : 

 Memperbaiki kualitas proses kerja 

 Mengurangi kerugian karena kegagalan proses 

 Mengubah budaya kerja peduli risiko 

 Menyediakan sistem peringatan dini terhadap gangguan suatu 

sistem atau manajemen. 

Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk 

meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya 

proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-

kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya bank syariah 

harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi 

kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari 

ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, dan sistem dari 

kejadian eksternal.
29

 

e. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya 

kelemahan aspek yuridis.
30

 Kelemahan aspek yuridis antara lain 

disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-

undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak 

terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup 

signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan 

risiko hukum. 
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Risiko hukum (legal risk) merupakan akibat dari lemahnya 

penerapan hukum dan Perundang-undangan dalam sebuah 

pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya 

menghindari terjadinya risiko hukum ini meliputi:
31

 

1. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis  

2. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap 

produk dan aktivitas baru.  

3. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “legal 

watch” tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap 

fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip 

syariah. 

4. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan 

terhadap risiko hukum. 

5. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. 

6. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, 

kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam 

hal efektivitas dan enforcapability. 

Masalah potensial yang juga harus diwaspadai oleh bank dalam 

akad ini adalah keterlambatan pihak ketiga untuk membayar 

sedangkan bank tidak dapat menuntut kompensasi harga melebihi 

harga yang telah disepakati atas keterlambatan pembayaran tersebut.
32

 

Risiko ini akan menjadi bertambah besar ketika diterapkan dalam 

pembiayaan jangka panjang. Tidak adanya kompensasi disini 

memberikan kesempatan kepada nasabah yang mempunyai itikad 

tidak baik untuk menunda pembayaran (moral hazard). Selain itu, 

bank dalam hal ini kesulitan untuk menentukan siapa nasabah yang 

benar-benar kesulitan membayar tagihan atau nasabah yang menunda 

pembayaran meskipun mampu untuk melunasi tagihan. Besarnya 
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risiko kredit seperti ini membutuhkan analisis kredit dan bentuk 

manajemen risiko yang tepat sasaran. 

f. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat 

opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga mengalami 

penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena 

gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan.
 33

 Dalam Peraturan 

Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 dikatakan risiko reputasi adalah 

risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang 

bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 

Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank Islam dan 

bank konvensional terkait dengan risiko reputasi. Bank melakukan 

pengukuran risiko reputasi dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Bank memantau risiko reputasi secara berkala dengan 

memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu akibat risiko 

reputasi serta memperhatikan indikator risko reputasi saat ini. 

Indikator risiko reputasi dalam profil risiko bank, lebih 

memperhatikan dan memantau berita yang berkaitan dengan reputasi 

bank. Indikator risiko reputasi bank lebih fokus pada pengaruh 

kredibilitas pemilik dan bank, etika bisnis bank yang berkaitan dengan 

transparansi informasi keuangan, SDM bank, pemasaran produk/jasa 

bank, penggunaan hak atas kekayaan intelektual, kerjasama dengan 

stakeholder lainnya, serta adanya frekuensi maupun materialitas 

eksposur pemberitaan negatif bank serta keluhan nasabah. 

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur limit risiko 

reputasi. Melalui indikator profil risiko reputasi, satuan kerja 

manajemen risiko (SKMR) dapat memantau risiko reputasi bank agar 

sesuai dengan risk appetite bank dan segera menginformasikan 
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kepada pihak terkait untuk melakukan mitigasi ketika indikator risiko 

reputasi sampai pada batas risk tolerance bank. 

Bank telah memiliki prosedur penanganan pengaduan nasabah 

yang meliputi kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan 

pemantauan dan pelaporan sesuai ketentuan.
 

g. Risiko Strategik 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 

mendefinisikan bahwa Risiko Strategik adalah risiko akibat 

ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan 

suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan atas bisnis. 

Kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal juga 

bagian dari risiko strategik. Akibat dari keputusan yang tidak tepat ini 

bank harus mengeluarkan biaya yang besar dan gagal mencapai target 

bisnisnya. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank 

syariah dan bank konvensional terkait risiko ini. 

h. Risiko Kepatuhan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 

mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak 

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Tidak ada 

perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional 

terkait risiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang 

melekat pada bank syariah.
34

 

Risiko kepatuhan melekat pada peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lain yang berlaku. Antara lain ketentuan kewajiban 

pemenuhan modal minimum sesuai dengan profil risiko, batas 

maksimum pemberian kredit (BMPK), kualitas aktiva produktif 

(KAP), penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan 

lainnya. 
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Dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, SKMR melakukan 

pemantauan risiko kepatuhan melalui indikator dari profil risiko 

kepatuhan, meliputi jumlah maupun frekuensi pelanggaran yang 

dilakukan bank, signifikansi tindak lanjut bank atas ketidakpatuhan 

tersebut serta pelanggaran atas ketentuan transaksi keungan tertentu. 

SKMR juga bekerja sama dengan satuan kerja kepatuhan (SKK) untuk 

melakukan pemantauan atas peraturan maupun kebijakan regulator 

yang baru, sehingga bank tidak ketinggalan informasi maupun 

kewajiban atas pemenuhan peraturan dan kebijakan regulator baru. 

SKK juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) di 

bank. 

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur limit risiko 

kepatuhan. Melalui indikator profil risiko kepatuhan, SKMR dapat 

memantau risiko kepatuhan bank agar sesuai dengan risk appetite 

bank dan menginformasikan kepada pihak terkait untuk melakukan 

mitigasi ketika risiko kepatuhan sampai pada batas risk tolerance 

bank. 

i. Risiko Kepatuhan Syariah 

Menurut Islamic Financial Service Board (IFSB), risiko kepatuhan 

syariah didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat 

ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang 

ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis dimana bank Islam 

beroperasi.
35

  

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework 

manajamen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam rangka 

mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (shariah 

compliance) juga memiliki standar internasional yang disusun dan 

ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana 

kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga 
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(corporate governance).
36

 Kepatuhan syariah merupakan manifestasi 

pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki 

wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. 

Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah  nilai, perilaku dan 

tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah 

terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.
37

 

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan 

pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas 

Syariah (DPS).
38

 Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkapi tugas 

pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah 

semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari 

nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam 

menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan 

kepatuhan terhadap hukum Islam.
39

 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang 

mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan 

syariah mengemban tugas dan tanggung jawab besar dan berfungsi 

sebagai bagian stakeholders, karena mereka adalah pelindung hak 

investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan 

dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah 
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memiliki lima isu tata kelola perusahaan yaitu independen, 

kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan.
40

 

Risiko kepatuhan syariah muncul ketika sebuah lembaga keuangan 

gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam 

pelaksanaan operasionalnya dari sisi pendanaan, penyaluran dana, dan 

pelayanan jasa perbankan lainnya. Penilaian kepatuhan bank Islam 

terhadap prinsip syariah mencakup seluruh komponen terkait dengan 

kegiatan operasional perbankan Islam. Oleh karena itu, proses 

identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank Islam harus dilakukan 

secara  teliti dan menyeluruh, mulai dari awal proses kontrak, yakni 

mulai pembahasan ide produk baru hingga rincian skema transaksi 

antara bank Islam dengan debitur, selama kontrak berlaku dan ketika 

kontrak berakhir/terminasi.
41

 

Dengan demikian proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada 

bank Islam dapat dilakukan dengan cara: 

1. Me-review kesesuaian aktivitas bisnis yang tercermin dalam 

akad/kontrak dengan tujuan syariah 

2. Mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada 

keseluruhan aktivitas bisnis perbankan Islam, terkait ada tidaknya 

unsur riba, gharar, maysir, tadlis, pemaksaan, atau keharaman 

objek komoditas/kontrak. 

3. Memeriksa kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat pada setiap 

akad/kontrak yang dibuat oleh bank Islam. 

Pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah harus menekankan peran 

aktif dari seluruh elemen organisasi kapatuhan dalam lembaga, yang 

terdiri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah di bank 

Islam, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk 

mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab 
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bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan 

hingga bawahan (top-down). 

j. Risiko Benchmark 

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini 

ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang 

muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun 

perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko di 

dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan 

syariah memakai benchmark rate. Khususnya dalam akad 

Murabahah, dimana mark up ditentukan dengan menambahkan premi 

risiko pada benchmark rate.
42

 

k. Risiko Penarikan Dana 

Perbedaan tingkat return pada tabungan atau investasi 

mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (real value) 

dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil 

risiko kerugian akibat rendahnya tingkat return, mungkin menjadi 

faktor penting dalam keputusan penarikan dana para 

nasabah/deposan.
43

 

l. Risiko Fidusia 

Rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan tingkat 

return yang berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko 

fidusia (fiduciary risk), yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan 

rendahnya tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak 

investasi atau kesalahan manajemen dana oleh bank. Risiko fidusia 

bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. Misalnya tidak 

menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan 

syariah.
44
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4. Manfaat Manajemen Risiko 

Manfaat dari penerapan risiko yang baik adalah antara lain: 

1. Menjamin pencapaian tujuan 

2. Memperkecil kemungkinan bangkrut 

3. Meningkatkan keuntungan perusahaan 

4. Memberi keamanan perusahaan
45

 

5. Tujuan Manajemen Risiko 

Ditetapkannya proses suatu manajemen risiko di dalam ruang lingkup 

manajemen perusahaan/perbankan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai. Tujuan manajemen risiko menurut Veithzal Rivai  adalah 

sebagi berikut:
46

 

a) Tujuan sebelum terjadinya peril 

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal sebelum terjadinya 

peril antara lain: 

1. Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk 

menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling 

ekonomis, yang dilakukan dengan memulai analisis keuangan. 

2. Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu upaya untuk 

menanggulangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya 

peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang 

sangat tinggi. 

3. Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan pihak ketiga atau 

pihak luar perusahaan, misalnya memakai atau memasang alat-alat 

keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu bekerja, 

mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan. 

b) Tujuan sesudah terjadinya peril 

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya peril 

dapat berupa: 
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1. Menyelamatkan operasi perusahaan 

2. Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut 

sesudah perusahaan terkena peril 

3. Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir 

meskipun tidak sepenuhnya 

4. Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi 

perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha 

5. Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari 

perusahaan. 

Selain daripada itu, secara umum tujuan manajemen risiko adalah 

berupa: 

1. Memberikan atau menyediakan informasi tentang risiko kepada 

pihak regulator 

2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat 

unacceptable. 

3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko kerugian yang 

bersifat uncontrolled 

4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko 

5. Mengalokasikan modal dalam membatasi risiko
47

 

B. Dasar Hukum Manajemen Risiko 

Secara umum manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada 

setiap perusahaan. Me-manage suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah 

hal yang wajib. Landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan 

untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. 

1. Risiko menurut Pandangan Islam  

Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat  18 mengatakan: 
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                         

            

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
48

 

 

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat 

dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.
49

 

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan 

risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka 

manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah seperti 

perintahnya dalam Surat Al Isra‟ ayat 5: 

                       

           

“maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari 

kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami 

yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di 

kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana”.
50

 

 

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti 

peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah 

wajib dibayar, maka berdosalah orang yang tidak mau membayar 

hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, 

perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa. 
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Bagi orang yang berhutang, apabila telah terikat perjanjian maka 

wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar 

hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Allah berfirman dalam 

surat Al Isra‟ ayat 34:  

  …..”               

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya”
51

 

 

Dari ayat di atas jelas bahwa sebagai orang yang berhutang harus 

segera menepati janjinya untuk membayar hutangnya karena janji itu pasti 

diminta pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berhutang tidak 

mampu untuk membayar hutangnya maka harus dicarikan jalan 

penyelesaiannya yang sesuai dengan kondisi yang berhutang. Selain itu 

pula sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran orang 

yang berhutang (nasabah) dan penyelesaian yang sesuai dengan Islam. 

Dalam bukunya Hendi Subandi yang berjudul Fiqih Muamalah 

yang membahas ekonomi Islam menjelaskan tentang langkah-langkah 

penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, 

diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu peminjaman), 

apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka 

maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan 

lebih baik bagi yang meminjamkan.
52

 Seperti yang dijelaskan dalam 

firman Allah surat Al Baqarah ayat 280: 

                    

      
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“dan jika (orang yang berhutang itu)  dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
53

 

 

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang yang 

tidak mampu membayar hutangnya bukan karena disengaja atau pura-

pura, tetapi memang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar 

hutangnya, maka pihak yang memberi hutang harus menunda tagihan 

hutangnya dengan memberikan waktu tangguh sampai yang berhutang 

mampu untuk membayar hutangnya. Pihak yang memberi hutang tidak 

boleh memaksa orang yang berhutang. Karena dia dalam keadaan susah 

untuk membayar hutangnya. 

Kemudian menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang kaya 

adalah suatu kezaliman, hal ini dijelaskan Rasulullah Saw dalam 

Hadisnya yang berbunyi:  

رَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهح عَنْهح عَنْ  ثَ نَا سحفْيَانح عَنْ ابْنِ ذكَْوَانَ عَنْ الَْْعْرجَِ عَنْ أَبِ هح ثَ نَا مُحَمَّدح بْنح يحوسحفَ حَدَّ حَدَّ
 النَِّ   َ لَّ  اللَّهح عَلَيْهِ َ سَلََّ   اَاَ َ ْ  ح الَْ ِ    حلْ مٌ َ َ نْ أحْ ِ َ  عَلَ  َ لِييٍّ  َ لْيَ َِّ  ْ 

 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari 

Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah 

kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada 

orang kaya, hendaklah ia ikuti”.
54

 

 

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mampu tetapi menunda-

nunda pembayaran hutang ataupun melalaikan pembayaran hutangnya 

merupakan suatu tindakan yang menzalimi pihak yang memberikan 

hutang/pinjaman. Bagi orang yang mampu tapi menunda-nunda 

pembayaran maka pengadilan boleh melakukan penyitaan sebagai 

jaminan. 
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Ayat Alqur‟an dan Hadis tersebut di atas utamanya adalah isyarat 

bahwa manajemen risiko itu diterapkan sebaik-baiknya agar tidak 

menyebabkan kerugian bagi masing-masing pihak yang melakukan 

akad/transaksi. Jika kita koneksikan dengan bank, maka bank harus 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh potensi risiko yang dihadapi 

dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan 

mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen 

risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung 

jawab otoritas pengawas dan regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawas 

juga harus mengenal baik karakter risiko bank Islam dan turut serta dalam 

pengembangan manajemen risiko yang efisien. 

2. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko 

Yang dimaksud Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait manajemen 

risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan 

usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat 

dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan 

lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat 

mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin 

kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan 

melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Prinsip-prinsip menajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah 

di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh 

Islamic Financial Services Board (IFSB). 

Penerapan manajemen risiko pada perbankan Islam disesuaikan 

dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank 

Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar 

minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan 

Islam dapat mengembangkannya sesuai kebutuhan dan tantangan yang 

dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqamah, dan sesuai 

dengan prinsip syariah. 
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Peraturan ini mendefinisikan manajemen risiko sebagai 

serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dna mengendalikan risiko yang 

timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.  

Ruang lingkup manajemen risiko dalam Peraturan ini yang 

pertama adalah bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara 

efektif. Kedua,  penerapan manajemen risiko dilakukan secara individual 

maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Ketiga, penerapan 

manajemen risiko paling kurang mencakup pengawasan aktif Dewan 

Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Serta penerapannya 

wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan 

kompleksitas usaha serta kemampuan bank. 

Risiko-risiko yang dimaksud dalam PBI ini adalah sebagaimana 

telah disebutkan pada jenis-jenis risiko di atas, dan bank wajib 

menerapkan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tersebut. 

Kebijakan manajemen risiko paling kurang memuat: 

a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi 

perbankan, 

b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem 

informasi manajemen risiko; 

c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko; 

d. Penetapan penilaian peringkat risiko; 

e. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi 

terburuk; 

f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan 

manajemen risiko. 

Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan 

tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap risiko bank. Serta 

prosedur tersebut paling kurang memuat akuntabilitas dan jenjang delegasi 

wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan 
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penetapan limit secara berkala dan dokumentasi prosedur dan penetapan 

limit secara memadai. 

C. Proses Manajemen Risiko Perbankan Islam 

Dari pengertian manajemen risiko yang telah dikemukan sebelumnya, 

bahwasanya dalam proses manajemen risiko terdapat prosedur-prosedur atau 

proses yang dijalankan oleh pihak bank. Setidaknya terdapat empat (4) 

langkah umum yang terdapat dalam proses manajemen risiko, sebagaimana 

yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia maupun modul 

sertifikasi manajemen risiko yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia. 

Tahap I: Identifikasi Risiko 

Pada tahap ini Analis berusaha mengidentifikasi apa saja risiko yang 

dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak selalu menghadapi seluruh risiko 

tersebut, namun demikian, ada risiko yang dominan, ada risiko yang minor.
55

 

Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses penganalisisan untuk 

menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian 

yang potensial) yang menantang perusahaan.
56

 

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko 

dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan 

aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru 

telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan 

atau dijalankan. 

Proses identifikasi risiko dalam PBI sekurang-kurangnya dilakukan 

dengan menganalisa karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko 

dari produk dan kegiatan bank. 

Sebagai contoh, apabila bank memberikan pembiayaan, risiko yang dapat 

terjadi adalah kredit macet (risiko kredit). Apabila bank membeli surat 

berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun 

apabila suku bunga pasar meningkat (risiko pasar). Pegawai bank dapat saja 

melakukan fraud (risiko operasional).  
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Tahap II: Pengukuran Risiko 

Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor: kuantitas 

risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai, 

atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan 

kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko 

terjadi, semakin tinggi pula risikonya.
57

 

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-

kurangnya melakukan: 

a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan 

prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko; 

b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat 

perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko 

yang bersifat material. 

Tahap III: Pemantauan Risiko 

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-

kurangnya melakukan: 

a. Evaluasi terhadap eksposur risiko; 

b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan 

usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan 

sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. 

Tahap IV: Monitoring dan Pengendalian 

Tahap monitoring dan pengendalian menjadi penting karena yang pertama 

adalah manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko 

berjalan sesuai dengan rencana. Ini berarti monitor dan pengendalian 

prosedur itu sendiri. Kedua, manajemen juga perlu memastikan bahwa model 

pengelolaan risiko cukup efektif. Artinya model yang diterapkan sesuai 

dengan dan mencapai tujuan pengelolaan risiko. Ketiga, karena risiko itu 

sendiri berkembang, monitoring dan pengendalian bertujuan untuk memantau 

perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil 
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risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis 

pada perubahan prioritas risiko. 

1. Model Manajemen Risiko 

Setiap bank yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik 

biasanya memiliki kerangka kerja manajemen risiko (risk management 

framework).  Kerangka kerja yang biasa digunakan adalah seperti gambar 

berikut: 

Gambar 2. kerangka Manajemen Risiko 
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wewenang, tanggung jawab, berbagai ketentuan teknis kordinasi 

manajemen risiko, dan proses evaluasi periodik terhadap praktik 

manajemen risiko di bank Islam. RMC mencerminkan komitmen bank 

Islam menerapkan praktik manajemen risiko yang baik. Komitmen 

tercantum secara eksplisit dalam sebuah dokumen legal yang dapat 

menjadi dasar praktik manajemen risiko yang komprehensif. 

kerangka kerja manajemen risiko pada gambar III mengikuti prinsip 

Plan-do-check-act (PDCA) yang dimulai dari penyusunan desain 

kerangka kerja manajemen risiko (plan), implementasi desain kerangka 

kerja manajemen risiko (do), monitoring, dan review secara berkala 

(check), dan perbaikan secara kontinu atas kerangka kerja manajemen 

risiko yang telah dijalankan (act). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kerangka manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan yang 

berjalan secara dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan-

perubahan yang ada. 

Dari kerangka kerja manajemen risiko yang telah disajikan diperoleh 

alur proses manajemen risiko yang di dalamnya mencakup semua tahapan 

yang harus dilakukan oleh bank. 

Gambar. 3. Alur Proses Manajemen Risiko 
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2. Penetapan Risk Appetite 

Salah satu cakupan penting dalam tahap penetapan konteks adalah 

ditetapkannya risk appetite bank terhadap risiko. Risk appetite adalah 

tingkat toleransi risiko dari manajemen bank dalam menciptakan nilai 

bagi pemilik bank. Karena risiko merupakan hal yang tidak terpisahkan 

dari bisnis perbankan maka manajemen perlu menyepakati seberapa besar 

sikap atau pandangan mereka terhadap tingkat risiko yang dapat diambil. 

Risk appetite terdiri dari dua komponen utama, yaitu risk tolerance 

dan risk limit. Risk tolerance menunjukkan seberapa banyak cadangan 

modal yang secara kuantitatif dipersiapkan untuk mengantisipasi risiko. 

Risk limit adalah batas toleransi risiko yang diperkenankan untuk lebih 

granular, yaitu tingkat risiko yang dapat diterima pada level unit bisnis 

atau divisi. Risk tolerance menggambarkan tingkat risiko yang masih 

dapat diterima oleh bank secara keseluruhan karena dianggap potensi 

kerugian yang akan terjadi masih dapat diserap oleh cadangan modal yang 

dimiliki. Sedangkan risk limit merupakan panduan (guidance) bagi setiap 

unit bisnis yang ada pada struktur organisasi bank Islam untuk mengambil 

risiko pada setiap transaksi yang dilakukan. 

3. Penilaian Risiko 

Setelah dapat diindentifikasi, maka risiko-risiko tersebut harus 

dinilai untuk mengetahui tingkat keparahan kerugian yang akan 

diakibatkan dan tingkat kemungkinan keterjadian risiko tersebut. hasil 

dari penilaian risiko tersebut akan berguna untuk melakukan prioritasi 

risiko bank yang nantinya akan dimitigasi. Metodologi umum yang 

digunakan dalam penilaian risiko adalah composite risk index (CRI) yang 

dihitung dengan menggunakan formula berikut.
58

 

Gambar. 4 rumus CRI 
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Dampak kejadian risiko dinilai dengan skala 1-5, dimana 1 

mewakili minimum dan 5 mewakili maksimum dampak kerugian yang 

mungkin terjadi atas suatu risiko (diukur dalam nilai mata uang). 

Probabilitas keterjadian juga dinilai yang sama, yakni skala 1-5, dimana 1 

mewakili probabilitas keterjadian yang sangat rendah dan 5 mewakili 

probabilitas keterjadian yang sangat tinggi. CRI akan bernilai antara 1-25 

dan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni interval 1-8 (rendah), interval 9-16 

(sedang), 17-25 (tinggi). Bisa juga digunakan 4 kelompok dengan 

menambahkan kategori sangat tinggi (katastrofe). 

4. Proses Mitigasi Risiko 

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai 

pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisasi, 

mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan 

dari suatu risiko. Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari 

beberapa proses manajemen risiko sebelumnya.  

Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan Islam, 

merupakan proses yang sangat rumit. Sebelum bentuk mitigasi risiko 

dapat diterapkan, bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik 

setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, 

mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. 

5. Proses Review Risiko 

Dalam proses manajemen risiko, terdapat proses evaluasi risko 

setelah analisis risiko dilakukan. Evaluasi risiko merupakan proses yang 

sangat penting karena akan menemukan langkah dan tindakan yang dapat 

diambil manajemen untuk mengelola risiko tersebut. tujuan dilakukannya 

evaluasi dan review adalah untuk membantu proses pengambilan 

keputusan, berdasarkan analisis yang didapatkan dari analisis risiko, 

untuk menentukan kebijakan terkait perlakuan terhadap risiko dan 

prioritas pengelolaan risiko yang harus dilakukan.
59
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D. Teori Akad/Kontrak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, atau 

kontrak.
60

 Sebagaimana akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan 

dengan perjanjian di dalam Al qur‟an setidaknya ada dua istilah yaitu al 

„aqdu (akad) dan al‟ahdu (janji).
61

 Kata al „aqdu (akad) terdapat surat Al 

Maidah ayat 1: 

              

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad/janji itu”
62

 

 

Dan al ahdu terdapat pada surat Ali Imran ayat 76: 

                     

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) 

dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa”
63

 

 

Menurut Abdul Manan, yang dimaksud dengan kontrak adalah pertalian 

antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasulnya) 

yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.
64

 Kalimat yang mengatakan 

sesuai kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dianggap tidak sah apabila tidak sejalan dengan 

kehendak syariat Islam seperti kontrak dengan transaksi riba, dan lain-lain 

yang tidak baik.
65

 Adapun kalimat menimbulkan akibat hukum pada objeknya 

dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada 

pihak lain. Oleh karena itu ijab dan Qabul ini menimbulkan hak dan 

kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. 
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Kontrak dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak 

yang berlaku dalam hukum perdata umum yang didasarkan pada Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. Istilah tersebut dapat disebut “verbintenis” 

atau “overeenkomst” yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk 

mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan 

orang lain”.
66

 

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti 

wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual 

beli, sewa, wakalah dan gadai. Akad dalam arti khusus berarti keterkaitan 

antara ijab (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh 

pada sesuatu.
67

 

Hukum Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh 

kepada pelaksanaan kontrak/perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan 

akad/kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang 

dibuat. Di antara asas-asas tersebut ada yang asas bersifat umum dan ada 

yang bersiat khusus. Asas-asas tersebut adalah: 

1. Asas keadilan (al „adalah) 

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam 

mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah 

disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban,
68

 tidak saling 

menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain 

yang terlibat dalam kontrak tersebut.
69
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Berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan 

dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidak-

tidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri.
70

 Berbarengan dengan itu orang 

harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji seperti merugikan diri 

sendiri dan orang lain. 

Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, maka prinsip keadilan sangat menentukan berlansungnya 

kontrak/akad tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat 

multidimensional yang berintikan kebenaran. 

Hal ini ditegaskan pada surat al Baqarah ayat 177 yaitu: 

                     

                        

“…dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-

orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, 

mereka itu lah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-

orang yang bertakwa”.
71

 

 

2. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan 

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk kontrak yang 

dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi 

para pihak yang mengikatkan diri dalam akad/kontrak maupun bagi 

masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Alqur‟an 

dan Hadis. Asas kemanfaatan dan kemasalahatan ini sangat relevan dengan 

tujuan hukum Islam secara universal. Dengan maslahat dimaksudkan 

memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu 

melindungi agama, jiwa-raga, akal, martabat, keturuan (diri dan keluarga) 
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serta harta kekayaan).
72

 Dengan adanya asas ini maka, para pihak yang 

berkontrak akan terlindungi haknya. 

3. Asas Kebebasan berkontrak (al Hurriyah) 

Pihak-pihak yang melakukan akad/kontrak mempunyai kebebasan untuk 

melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-

syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila 

terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

hukum Islam. 

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling 

menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini 

dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (ikrah), 

tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan 

pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak 

mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah. 

Landasan asas ini didasarkan pada surat al Baqarah ayat 256: 

                           

                           

 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang 

siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
73

 

 

Dalam asas ini juga dimaksudkan kebebasan untuk membuat perjanjian 

dalam bentuk apapun dan berisi apa saja sesuai kepentingannya dalam batas-

batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun bertentangan dengan 

aturan-aturan dan atau pasal-pasal perjanjian. Misalnya menurut hukum akad 

barang yang diperjualbelikan harus diserahkan ditempat perjanjian ditutup, 
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namun demikian para pihak boleh menentukan lain. Misalnya si penjual 

harus mengantarkan ke rumah pembeli pada saat-saat setelah perjanjian di 

buat. 

4. Asas Persamaan Hukum/Kesetaraan (al Musawah) 

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan 

kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan 

yang lainnya. Asas ini penting dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan 

kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan 

penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah 

pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya. 

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang 

lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Maka antara manusia hendaknya saling melengkapi atas 

kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan 

kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing 

didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.
74

 Tidak diperbolehkan 

terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut, sehingga tidak 

boleh membeda-bedakan. Hal ini dilandaskan pada surat al Hujurat ayat 13:  

                              

                   

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.
75

 

 

 Asas ini menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak (misalnya pihak 

bank) lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan-rumusan item 

kesepakatan dalam suatu kontrak, namun rumusannya hendaknya bukan 

rumusan yang bersifat final yang tidak boleh lagi ditawar-tawar oleh 
                                                           

74
 Gemala Dewi, op.cit, hal 33 

75
 Al qur‟an dan Terjemahnya (Medina Al Munawwarah: Mujamma‟ Malik Fahd li 

Thiba‟at al Mush haf asysyarif, 1971) Al Hujurat ayat 13 



53 
 

nasabah. Pihak nasabah perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan 

dan melakukan negosiasi untuk menyetujuinya. 

5. Asas Kerelaan/Konsensualisme (al ridha) 

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak dilakukan oleh para pihak 

didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para 

pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap 

sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas 

ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuat adalah batil.  

Kerelaan (ridha al taradhi) adalah sikap batin yang abstrak (amr khafiy). 

Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah tercapai, 

diperlukan indikator yang merefleksikannya, yaitu ijab qabul. Oleh karena 

itu, formulasi ijab qabul harus dibuat dengan jelas dan terinci sedemikian 

rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak 

dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.
76

 

6. Asas Tertulis (al Kitabah)  

Asas lain dalam melakukan transaksi/kontrak adalah keharusan untuk 

melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian 

hari. Hal ini didasarkan pada Al qur‟an surat al Baqarah ayat 282 yaitu: 

                        

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”
77

 

 

Ayat tersebut mengisyaratkan agar semua kontrak yang dilakukan oleh 

para pihak supaya ditulis, lebih-lebih kalau kontrak yang dilakukan itu tidak 

bersifat tunai. Hal ini penting dilaksanakan agar kontrak itu berada dalam 

kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya, maka dalam kontrak harus 

dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi perikatan di antara mereka. 

Dalam kontrak perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat 
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memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit 

dilaksanakan. 

7. Asas Ilahiah/Tauhid 

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari 

ketentuan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam surat Al Hadid ayat 4:     

                      

“Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan”.
78

 

 

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian/kontrak, tidak pernah 

akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki 

tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung 

jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada pihak sendiri, dan 

tanggung jawab kepada Allah Swt. Akibat dari penerapan asas ini, manusia 

tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan 

mendapatkan balasan dari Allah Swt.
79

 

8. Asas Kebolehan (mabda al Ibahah) 

Mengenai asas ini, kita tentu dapat merujuk landasannya pada kaidah 

fiqh yang mengatakan: 

هاَ ًِ ٌْ ٌْ ٌدَُلَّ دَنٍِهمٌ عَهًَ جحَْرِ عَايَلََتِ اْلِا باَحَةُ إلاَّ أَ ًُ   َ الَأَ صْمُ فًِ اْن

“pada dasarnya, semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”.
80

 

 

9. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash shidiq) 

Dalam akad kejujuran sangat dibutuhkan, jika kejujuran ini tidak 

diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan 

menimbulkan perselisihan di antara para pihak.
81

 Suatu perjanjian dapat 

dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan 
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perjanjian dan bagi masyarakat serta lingkungannya. Sedangkan perjanjian 

yang mendatangkan mudharat dilarang. 

10. Asas Perjanjian itu Mengikat 

Asas ini berasal dari Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan 

oleh Bukhari, Tirmidzi dan al Hakim yaitu: “orang-orang muslim itu terikat 

kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian (klausula) yang 

mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram”.
82

 

Dari Hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan 

perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak 

lain dalam perjanjian.
83

 Sehingga seluruh isi perjanjian adalah peraturan 

yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian. 

11. Asas Itikad Baik (Kepercayaan) 

Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi 

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas ini merupakan asas 

bahwa para pihak yaitu bank dan nasabah harus melaksanakan substansi 

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun 

kemauan baik dari para pihak. 

12. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian.
84

 Dalam hal ini dapat kita ilustrasikan, bank mempunyai kekuatan 

untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan 

prestasi melalui harta nasabah, namun nasabah memikul pula kewajiban 

untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. 

13. Asas Kepastian hukum (pacta sunt Servanda) 

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir 

surat Bani Israil ayat 15: 
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                 

“…dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami 

mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman 

itu..”
85

 

 

Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah 

bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas 

kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku 

untuk perbuatan tersebut. 

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini 

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang, mereka 

tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 

1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang” 

14. Asas Kepribadian (personalitas) 

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan 

melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan 

perseorangan. Hal ini dapat difahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 

KUH Perdata. Pasal 1315 berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat 

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. 

Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “perjanjian hanya berlaku 

antara para pihak yang membuatnya”. Namun hal ini bisa saja di nafikan 

apabila perjanjian itu dibuat untuk pihak ketiga dengan kuasa. 

Kontrak/perjanjian dalam bank syariah sebagaimana disebut akad 

pembiayaan tidak mempunyai suatu bentuk isi/klausula baku tertentu karena 

tidak ditentukan oleh Undang-undang termasuk tidak dirumuskan dalam 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Walaupun 

masing-masing mempunyai bentuk, sifat dan ruang lingkup sendiri, namun 
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setiap perjanjian masih mengacu pada dasar hukum umum dari perikatan 

yaitu KUHPerdata.  

Namun dalam KUHPerdata itu sendiri pun tidak dirumuskan secara tetap 

mengenai isi dan bentuk dari perjanjian pembiayaan tersebut, demikian pula 

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 maupun 

undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.  

Hal ini menyebabkan kontrak/perjanjian pembiayaan antara bank dengan 

bank yang lain tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing bank, akan tetapi pada umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk 

tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan. Begitu pula yang ada di 

Bank Muamalat Indonesia, setiap bentuk perjanjian pembiayaan dibuat oleh 

corporate legal division dibantu dengan notaris, sehingga memungkinkan 

adanya perbedaan isi perjanjian atau klausula dengan bank lain sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhan masing-masing bank syariah walaupun dalam 

istilah bentuk akad pembiayaan yang sama sudah diatur dalam pasal 1 angka 

25 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

Hal tersebut, masih tetap sesuai dengan asas-asas berkontrak, misalnya 

asas tertulis (kitabah) dan asas kepastian hukum. Dalam prakteknya 

perjanjian pembiayaan bank syariah merupakan perjanjian baku (standard 

contract) tetapi bukan menurut Undang-undang, dimana isi/klausula 

perjanjian telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), 

tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (vorn Vrij). Hal-hal yang 

berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian telah dbakukan 

terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah tinggal membubuhkan 

tanda tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian, tanpa ada 

kesempatan untuk membicarakan isi perjanjian oleh nasabah. Pada tahap ini 

kedudukan nasabah sangat lemah sehingga menerima saja ketentuan dan 

syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan.
86
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Perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. 

Karena dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat 

sebelah, yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban 

nasabah, dan kurang memuat hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban 

bank. Dalam perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan oleh bank itu, sering 

dimuat klausul-klausul yang sangat menekan nasabah, yang demikian itu 

adalah bertentangan dengan asas persamaan hukum/kesetaraan, asas 

kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas kepatutan dan asas 

keadilan, yang mana asas keadilan merupakan salah satu asas dalam Prinsip 

Syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank Syariah. 

Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau 

berpendapat.
87

 Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud 

dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir 

dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.
88

 

Asas-asas akad yang harus dipenuhi oleh akad/kontrak pembiayaan 

kaitannya dengan perikatan Islam adalah asas tauhid/ilahiah, asas kebolehan 

dan kebebasan, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran dan kebenaran, 

asas tertulis, asas kemanfataan dan kemasalaatan, asas kepastian hukum, dan 

asas-asas yang lainnya.
89

 

Setiap terjadi suatu akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya 

suatu sasaran yang ingin dikehendaki dengan cara pemenuhan hak dan 

kewajiban, hak adalah sesuatu yang diterima,
90

 sedangkan kewajiban secara 

iltizam
91

 adalah akibat hukum yang mengharuskan pihak berbuat memberikan 

sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sama sekali.
92
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Berdasarkan fatwa DSN Nomor. 27/DSN-MUI/III/2002 pada ketentuan 

umum menyebutkan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan 

dalam akad. Hal ini mengandung maksud bahwa para pihak diberi kebebasan 

dalam menentukan hak dan kewajiban masaing-masing pihak berdasarkan 

syariat Islam. Selain itu, para pihak bebas untuk menyepakati cara 

penyelesaiannya. Walaupun demikian dalam menentukan hak dan kewajiban 

harus berdasarkan pula pada PBI No. 7/46/PBI/2005 dan KHES. Dengan 

melihat hal tersebut, kita mendapati asas yang terkandung di dalamnya yaitu 

asas kebebasan (hurriyah) dan asas kepastian hukum yang didukung dengan 

surat perjanjian dan fatwa yang ada. 

Dalam kontrak pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan bank 

tentu memiliki risiko yang akan dipikul oleh bank. Sehingga sebelum kontrak 

disetujui oleh bank, bank terlebih dahulu menerapkan prinsip kehati-

hatiannya termasuk di dalamnya prinsip 5C untuk antisipasi risiko mereka. 

Salah satu hal yang paling urgen dalam prakteknya dilakukan bank untuk 

antisipasi ini adalah membebankan agunan/jaminan bagi pihak nasabah, 

inilah sistem mitigasi risiko yang cukup kasat mata oleh bank. Dalam proses 

berjalannya pembiayaan tersebut bank bisa saja terlibat dalam pembiayaan 

bermasalah yang menuntut mereka melakukan mitigasi risiko, sehingga 

kemudian apabila semua prosedur telah terlaksana, maka jalan terakhir adalah 

menjual jaminan (rahn) yang dibebankan tadi. Jaminan termasuk upaya untuk 

menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum kontrak para pihak. 

Dalam kamus fiqh, jaminan adalah suatu jenis perjanjian dengan cara 

memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam 

masalah pembiayaan (hutang piutang).
93

 Jaminan ini disebut rahn/dhaman. 

Dasar hukum jaminan/rahn ini juga dikuatkan dengan surat al Baqarah 

ayat 283: 
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                         

                                

                       

 

“Jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai) engkau dalam perjalanan 

sedangkan engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang jaminan. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah 

orang yang dipercayai tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut”.
94

 

 

Pada hakikatnya bank dibolehkan meminta suatu jaminan/agunan. 

Apabila kita kaitkan dengan asas kontrak, maka asas yang paling penting 

disini adalah asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Kaidah fiqh „al mashalih al 

mursalah‟ yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, dan 

maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil syariat 

dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak 

menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.
95

 

Tujuan adanya jaminan/rahn ini menurut Islam adalah turut 

melaksanakan serta menjunjung tinggi kebijaksanaan dan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya 

melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar jaminan. Secara spesifik adalah 

untuk menghindari risiko, praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan hal-hal 

yang batil lainnya.
96

 

Di antara manfaat yang melekat pada jaminan/rahn adalah pertama, 

memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janjinya, khususnya 

mengenai pembiayaan kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

disetujui agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang dijaminkan. Kedua, 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan/bank 
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bahwa uangnya akan tetap kembali. Ketiga, sebagai antisipasi wanprestasi 

nasabah yang kita sebut juga sebagai bagian dari manajemen risiko. 

Sesuai prinsip syariah, untuk mendapatkan pembiayaan nasabah tidak 

diwajibkan untuk menyerahkan jaminan/rahn karena jaminan pokoknya 

adalah usahanya, akan tetapi penyerahan jaminan tambahan diperlukan 

dengan tujuan agar ada kepastian hukum dalam hal pengembalian 

pembiayaan oleh nasabah. Hal ini juga untuk melaksanakan prinsip kehati-

hatian, menghindari dan memperkecil risiko terjadinya kemungkinan 

penyimpangan, dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua pihak maka 

lembaga bank muamalat meminta jaminan kepada nasabah.  

Praktek pengenaan jaminan ini didasarkan pada Undang-undang No. 10 

tahun 1998 tentang perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia, bahkan 

Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) membolehkan praktik 

jaminan tersebut. 

Bila kita lihat dari sisi kepastian hukumnya, lelang di atur juga oleh fatwa 

DSN tentang penjualan marhun yakni fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002 

yaitu: 

1. Apabila telah jatuh tempo, murtahin (bank) harus memperingatkan rahin 

(nasabah) untuk segera melunasi hutangnya. 

2. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual 

paksa melalui lelang sesuai syariah. 

3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan (bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan dana sosial) 

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin, dan kekurangannya 

menjadi kewajiban rahin. 

Dua asas/prinsip utama yang secara garis besar harus ada dalam kontrak 

perbankan dengan nasabahnya yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. 

Asas keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan 

persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. 

Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat 
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untuk saling meningkatkan produktivitas.
97

 Sedangkan asas kepastian hukum 

merupakan jaminan bahwa setiap kontrak yang dibuat sesuai aturan yang 

berlaku sehingga menjamin keadilan hukum. 

Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum, sekurang-kurangnya ada 

beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan. Prinsip tersebut adalah prinsip 

rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan praduga tak bersalah.
98

 

Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang 

diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang 

diharapkan secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem 

aturan yang dialamatkan orang-orang yang berakal untuk mengatur perilaku 

mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia 

tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa 

dilakukan, misalnya memaksa nasabah memenuhi kewajibannya pada waktu 

yang tidak seharusnya. walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, 

prinsip tersebut dapat diperluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan 

pidana yang harus dipertanggungjawabkan. 

Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan 

kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu memahami 

arah-tujuan faktual dari tindakan itu sendiri, kesadaran bahwa tindakan 

tersebut secara sosial dilarang, dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan 

tindakan tersebut.
99

 sehingga dengan kita menghubungkan ketiga hal ini 

dengan tindakan manajemen risiko, maka ada hal-hal yang mungkin tidak 

boleh dilakukan oleh bank meskipun tujuannya adalah mengamankan 

profitnya atas tindakan yang tidak diinginkan dari nasabah. 

Prinsip konsistensi mengharuskan misalnya pihak bank tetap pada 

pendiriannya untuk memperlakukan nasabah sama sesuai aturan apabila 
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memiliki kasus yang sama. Tidak boleh ada pengabsahan perbedaan-

perbedaan di antara para pihak. Tuntutan konsistensi berlaku untuk tafsiran 

terhadap semua aturan dan untuk pembenaran pada semua tingkatan. 

Prinsip publisitas, dibangun atas asumsi bahwa misalnya bank didalam 

melakukan transaksi pembiayaan harus sama-sama mengetahui aturan-aturan 

yang dibuat. Perjanjian yang ada oleh bank harus diberitahukan dan diketahui 

oleh pihak nasabah, sehingga dengan demikian nasabah mengetahui 

tindakannya sendiri agar tidak merugikan orang lain atas alasan 

ketidaktahuannya terhadap aturan-aturan yang dibuat. 

Prinsip praduga tak bersalah ini diterapkan dengan maksud agar pihak 

bank tidak langsung memvonis nasabah melakukan kesalahan atas 

wanprestasinya. Bank harus melakukan investigasi terhadap keadaan tersebut 

sehingga nasabah tidak terzalimi. Hal ini perlu dilakukan karena dalam 

konsep pembiayaan terkadang nasabah wanprestasi adalah karena diluar 

kemampuannya. 

Keadilan dalam hal ini adalah milik bersama yaitu nasabah dan pihak 

bank dari sisi perbankan. Namun yang menjadi titik tekan sebagai orang yang 

lebih berposisi minor, keadilan adalah milik nasabah. Bank dalam 

melaksanakan menajamen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalahnya 

termasuk dalam hal mitigasi risikonya tentu menerapkan berbagai aturan yang 

telah tercatat, maupun belum tercatat atau disebut kebijakan bank (inisiatif). 

Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah apakah bank telah menerapkan 

prinsip keadilan ini terhadap nasabah yang bermasalah atau justru nasabah 

merasa terzalimi oleh tindakan bank yang salah perlakuan.  

Berbagai pertimbangan tentu telah dibuat oleh bank sebelum membuat 

keputusannya. Termasuk unsur yang pokok yaitu maslahah dan mudharat 

telah menjadi konsiderasi mereka. Akan tetapi sering kali ini menjadi 

fenomena bahwa bank sering mengorbankan nasabah demi kepentingan dan 

profit yang mereka tetapkan sebelumnya. 

Keadilan adalah syariat, dan syariat itu ditetapkan tidak lain adalah untuk 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Maslahah secara umum dapat 
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dicapai dengan dua cara. Pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan 

kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah jalb al manafi‟. 

Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung 

pada waktu yang akan datang. Kedua, menghindari atau mencegah kerusakan 

dan keburukan yang sering diistilahkan dar al mafasid. 

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya 

(maslahah dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang 

menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi 

kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, 

dan tersier. Maslahah adalah tujuan utama syariat dan syariat muaranya 

adalah keadilan. 

Menurut hukum Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan baik. 

Lebih-lebih masalah transaksi muamalah. Ada ketentuan yang mengikat yaitu 

halal dan thayyibah, halal berkaitan dengan barangnya, dan thayyibah 

berkaitan dengan proses pendapatan dari barang tersebut, jadi Islam 

mengaharamkan segala bentuk yang tidak bernilai halal dan thayyibah. 

Risiko ketika tidak diatur oleh bank dengan baik, maka akan 

menimbulkan kerugian pada bank tersebut, secara otomatis akan berdampak 

pada uang nasabah. Lebih parah lagi kalau uang nasabah tersebut akan hilang 

ketika bank dilikuidasi misalnya. Kasus yang masih segar diingatan kita, 

sekitar Juni 2009 ada dua bank yang dilikuidasi akibat kecukupan modalnya 

tidak memenuhi standar Bank Indonesia. Yaitu bank Century dan bank Ifi. 

Jadi dengan berdalil dengan beberapa kaidah, penulis mengatakan bahwa 

keberadaan manajemen risiko adalah kebutuhan primer (dharuriyat), untuk 

menjaga stabilitas bank tersebut. dalam satu kaidah disebutkan:  

 اضَرَرُ ٌدُْفعُ بقدر الِايْكَاٌ

“Segala mudharat (risiko) harus dihindarkan sedapat mungkin”
100
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رَرُ ٌسَالُ   اضَّ

"Segala mudharat (risiko) harus dihilangkan”
101

 

Manajemen risiko merupakan salah satu faktor yang wajib dan utama 

dari perbankan syariah. Untuk bisa menjaga stabilitas dan meminimalisir 

risiko pada perbankan. Jadi hukum keberadaannya adalah wajib. 

Namun yang menjadi persoalan dan penting dibicarakan adalah 

kepastian hukum dan keadilan hukum seperti apa yang diperoleh dari proses 

manajemen risiko dan proses penanganan pembiayaan bermasalah di dalam 

perbankan Islam.  

Bank Islam yang bisa dikatakan baru dalam kancah perbankan pasti 

pernah menghadapi kekosongan hukum/peraturan tertulis yang bisa melukai 

kepastian hukumnya sendiri, sehingga hal ini bisa saja jadi alat bagi 

nasabah/investor untuk melakukan moral hazard. namun demikian, bank 

dengan kebijakan/prosedur tertulisnya bisa mengantisipasi hal ini karena 

prosedur yang dibuat tentu memiliki kekuatan hukum tersendiri untuk 

menjamin kepastian hukumnya.  

Menetapkan sanksi bagi nasabah yang tidak beritikad baik atau 

melakukan tindakan moral hazard adalah wajib dilakukan demi 

kemaslahatan/kepentingan banyak orang. Namun bank yang dalam kategori 

belum melakukan tabayyun siapa sebenarnya nasabah yang benar-benar 

kesulitan membayar atau tidak mampu melakukan kewajibannya adalah 

persoalan lain. Bank tidak boleh juga semena-mena demi kepastian hukum 

dan peraturan yang telah dibuat menindas nasabah yang benar-benar tidak 

mampu tersebut. karena apabila terjadi demikian, maka kepastian hukum 

telah melukai keadilan hukum itu sendiri.  

Begitu juga sebaliknya nasabah juga tidak boleh semena-mena sehingga 

merugikan banyak pihak termasuk nasabah yang lain. Karena selain melukai 

kepastian hukum juga melukai keadilan hukum itu sendiri. Menunda-nunda 
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kewajiban bagi yang mampu adalah kezaliman, dan kezaliman adalah 

mutlak dihapuskan. 

E. Konsep Pembiayaan 

Dari segi ada tidaknya kompensasi (keuntungan), fiqh muamalat membagi 

akad pada bank syariah menjadi dua bagian yaitu akad tabarru‟ dan akad 

tijarah/mu‟awadah.
102

 Akad tabarru‟ (gratuitious contract) adalah segala 

macam perjanjian yang menyangkut non for profit transaction (transaksi 

nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari 

keuntungan komersil melainkan akad untuk mencari keuntungan akhirat. 

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta 

kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang 

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru‟ tersebut. namun ia 

tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru‟ tersebut. contoh 

akad-akad tabarru‟ adalah qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi‟ah, 

hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain.
103

 

Sementara akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-

menyewa, dan lain-lain. Dari akad inilah kemudian muncul dua kelompok 

besar dalam konsep pembiayaan, yang dibagi berdasarkan tingkat kepastian 

dari hasil yang diperolehnya, yaitu natural certainty contracts dan natural 

uncertainty contracts.
104

 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil/bagi 

hasil.
105
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Pembiayaan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah mempunyai pengertian yaitu “pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa” : 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya 

bittamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam, istishna, 

d. Transaksi simpan-meminjam jasa dalam bentuk qardh 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi 

jasa. 

Kamus perbankan mendefinisikan pembiayaan sebagai pengeluaran 

atau pengorbanan yang tidak terhindar untuk mendapatkan barang atau jasa 

dengan tujuan memperoleh manfaat, pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau 

waktu tertentu, seperti penjualan untuk mendapatkan penghasilan. Dalam 

laporan laba rugi perusahaan, komponen biaya merupakan pengurang dari 

pendapatan.
106

 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 

salah satu fungsi intermediary bank syariah dalam menyalurkan dana yang 

telah dikumpulkan melalui suatu kesepakatan dan dalam jangka waktu 

tertentu dikembalikan dengan imbalan/bagi hasil. 

Adapun dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 

dua macam, yaitu:
107

 

a. Pembiayaan modal kerja 

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

seperti peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of 

place dari suatu barang.
108
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Pembiayaan modal kerja dapat diartikan juga sebagai pembiayaan untuk 

modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar 

perusahaan seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan 

penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, 

piutang dan lain-lain.
109

 

b. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka 

panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:
110

 

pertama, pendirian proyek baru, yaitu pendirian atau pembangunan 

proyek/pabrik dalam usaha baru. Kedua, rehabilitasi, yaitu penggantian 

mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru 

yang lebih baik. Ketiga, modernisasi, yaitu penggantian mesin/peralatan 

lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih 

baik/tinggi. Keempat, ekspansi, yaitu penambahan mesin yang telah ada 

dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama/atau lebih baik. 

Kelima. Relokasi proyek yang sudah ada yaitu pemindahan lokasi 

proyek/pabrik seperti laboratorium dan gudang dari suatu tempat ke 

tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik. 

c. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Pembiayaan yang dijalankan di bank syariah berdasarkan prinsip 

syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual 

beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), dan lain-lainnya. 
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2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara 

garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) modal/uang 

Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu 

ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha 

menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar 

usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha 

peningkatan produktivitas secara menyeluruh. 

b. Pembiayaan dapat meningkatkan utility suatu barang 

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari 

suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. 

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha 

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, 

bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. 

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat 

Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha 

masyarakat, karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan 

modal/tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya. 

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi 

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningakatan pendapatan nasional 

Apabila usaha tersebut dapat terus meningkat, maka pajak yang 

dikeluarkan pun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka 

pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional. 

Adapun tujuan pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam tidak terlepas 

dari misi bank tersebut didirikan, di antara tujuan tersebut adalah: 

a. Mencari keuntungan 

Keuntungan dalam hal ini berupa bagi hasil yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup bank, terlebih lagi pada umumnya sebagian besar 
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dana bank biasanya dialokasikan untuk pembiayaan sehingga 

menyumbangkan pendapatan besar. 

b. Membantu usaha nasabah 

Dengan adanya fasilitas pembiayaan dapat membantu para nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja untuk 

pengembangan dan perluasan usahnya. 

c. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

maka akan semakin baik. Karena semakin banyak pembiayaan akan 

semakin meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah dapat 

meningkatkan pendapatan pajak, membuka kesempatan kerja, 

meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta menghemat devisa Negara. 

3. Kualitas Pembiayaan 

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko 

kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta 

melunasi beban kewajiban lainnya. Jadi unsur utama dalam menentukan 

kualitas pembiayaan tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil dan 

kewajiban lainnya, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok 

pembiayaan dan dapat dirinci atas:  

Tabel. 2. Nilai kelas NPF pembiayaan pada bank Islam 

 
No. Kualitas Pembiayaan Kriteria 

1. Pembiayaan lancar a. Pembayaran angsuran pokok 

atau bagi hasil tepat waktu 

b. Memiliki rekening yang aktif 

c. Bagian dari pembiayaan yang 

dijamin dengan agunan 

tunai/cash collateral 

2. Perhatian khusus a. Terdapat tunggakan angsuran 

pokok dan atau bagi hasil yang 

belum melampaui Sembilan 

puluh hari. 

b. Kadang terjadi cerukan. 

c. Mutasi rekening relatif aktif 

d. Jarang terjadi pelanggaran 

terhadap kontrak yang 
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diperjanjikan 

e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang lancar a. Terdapat tunggakan angsuran 

pokok dan atau bagi hasil  

b. Sering terjadi cerukan 

c. Frekuensi mutasi rekening 

relatif rendah 

d. Terjadi pelanggaran terhadap 

kontrak yang diperjanjikan lebih 

dari Sembilan hari 

e. Terdapat indikasi masalah 

keuangan yang dihadapi debitur 

f. Dokumentasi pembiayaan yang 

lemah. 

4. Diragukan a. Terdapat tunggakan angsuran 

pokok dan bagi hasil 

b. Terdapat cerukan yang bersifat 

permanen 

c. Terdapat wanprestasi lebih dari 

180 hari  

d. Terdapat kapitalisasi bunga 

e. Dokumen hukum yang lemah 

baik untuk perjanjian 

pembiayaan maupun pengikatan 

jaminan. 

5. Macet  a. Terdapat tunggakan angsuran 

pokok  

b. Kerugian operasional ditutup 

dengan pinjaman baru 

c. Dari segi hukumannya kondisi 

pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar. 

 

4. Pengertian Murabahah 

Secara bahasa, Murabahah berasal dari bahasa arab dengan akar kata 

ribh yang berarti “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman 

Hakim, Murabahah  merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana 

penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan 

tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui 

oleh pembeli.
111

 Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang 
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menyatakan bahwa Murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang 

dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.
112

 

Sebagaimana telah dikutip oleh Dimyauddin di dalam bukunya 

Murabahah menurut Ibnu Rusyd al Maliki adalah jual beli komoditas dimana 

penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok 

pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.
113

 Menurut 

Antonio bai‟ Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli Murabahah, penjual 

harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya.
114

 Menurut Anwar, Murabahah adalah 

menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang 

disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar 

secara cicilan.
115

 Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-

MUI/IV/2000, Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga jual belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai laba. 

Dengan merujuk kepada pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa Murabahah adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari 

pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan 

dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian kepada 

pembeli. 

5. Landasan hukum Murabahah 

Murabahah merupakan bagian jual beli dan sistem ini mendominasi 

produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli ini  

merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 
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yang diridhai oleh Allah Swt.
116

 Dengan demikian tinjauan dari aspek hukum 

Islam, maka praktik Murabahah ini dibolehkan baik menurut Al qur‟an, 

Hadis, dan sumber hukum lainnya. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar 

hukum pelaksanaan pembiayaan Murabahah di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Surat al Baqarah ayat 275 

                   

                                 

                              

                       

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

sesungguhnya jua beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 

(sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang 

yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya”.
117

 

 

Ayat tersebut mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum 

serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual 

beli Murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara‟ dan sah 

dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan bank Islam karena ia 

merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba. 
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b. Surat an Nisa‟ ayat 29 

                         

                       

 

“hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”
118

 

 

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara 

transaksi yang ditagorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) 

sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang 

digunakan adalah utang. Berbeda dengan Murabahah, dalam akad ini tidak 

ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, 

ayat ini mewajibkan untuk kesepakatan antara para pihak yang dituangkan 

dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang 

menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. 

c. Hadis 

ثَُاَ ٍُ  حَدَّ ٍُ  انْحََ  يًٍّ  بْ لُ  عَهِ ثَُاَ انَْ لََّ ٍُ  بِْ رُ  حَدَّ ارُ  ثاَبثٍِ  بْ ثَُاَ انْ سََّ ٍُ  ََْ رُ  حَدَّ ٍْ  انْقاَاِىِ  بْ  عَ

ٍِ  عَْ دِ  ًَ حْ ٍِ  انرَّ ٍْ  دَااُدَ  بْ ٍِ  صَانِ ِ  عَ ٍْ ٍ  بْ ٍْ  صُهَ ِّ  عَ ِ  رَاُ لُ   اَلَ   اَلَ  أبٍَِ ُ  صَهَّى  َّ َّ  

 ِّ ٍْ ٍَّ  ثلَََخٌ  اَاَهَّىَ  عَهَ ٍْعُ  انْ رَََ ةُ  فٍِهِ قاَرَضَةُ  أََ مٍ  إنِىَ انْ َ ًُ ٍْثِ  باِن َّعٍِرِ  انْ رُرِّ  اَأَْ لََ ُ  اَانْ  نهِْ َ

ٍْعِ  لَا  نهِْ َ  

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah 

menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah 

menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin 

Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat 

barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum 

dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. 

Ibnu Majah).
119
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 Hadis riwayat Ibnu Majah ini merupakan dalil lain diperbolehkannya 

Murabahah yang dilakukan secara tempo. Terlebih pada jual beli yang 

dilakukan secara jatuh tempo atau akad Murabahah. Dengan menunjuk 

adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual 

beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti nasabah diberi jangka 

waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan. 

d. Fatwa DSN tentang Ketentuan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-

MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut dijelaskan ketentuan umum mengenai 

Murabahah yaitu sebagai berikut: 

 Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas 

riba 

 Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam 

 Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya 

 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

 Bank harus memberitahukan semua hal berkaitan denga pembelian. 

 Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

 Untuk mencegah penyalahgunaan akad, pihak bank mengadakan 

perjanjian khusus dengan nasabah 

 Jika pembeliannya diwakilkan kepada nasabah, maka akad jual beli 

harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. 

e. Syarat dan Rukun Murabahah 

Akad bai‟ Murabahah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:
120

 

                                                           
120

 Dimyauddin Djuwaini, loc. Cit, hal. 108 



76 
 

1. Mengetahui harga pokok. Disyaratkan bahwa harga jual beli harus 

diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi 

keabsahan bai‟ Murabahah. 

2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, 

keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau 

dengan menyebutkan persentase dari harga beli. 

3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan 

barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika 

menggunakan uang. 

4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa 

barang ribawi. 

5. Akad jual beli pertama harus sah adanya. 

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam 

bai‟ Murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, 

dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Rukun 

bai‟ Murabahah antara lain yaitu pertama, penjual (bai‟), merupakan seorang 

yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan 

kepada konsumen atau nasabah. Kedua, pembeli (musytari) merupakan 

seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika 

melakukan transaksi dengan penjual. Ketiga, objek/barang (mabi‟), adanya 

barang merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. 

Keempat, harga (Tsaman), merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena 

merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan dijual. Kelima, ijab qabul, 

yaitu kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi. 
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f. Mekanisme Murabahah 

Gambar. 5. Skema Pembiayaan Murabahah 

 

Gambar 6. Skema Mekanisme Penyerahan Murabahah (sumber: ini Lho Bank 

Syariah) 
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6. Pengertian Mudharabah 

Secara etimologis, mudharabah diambil dari kata  ِانلَرُْ  فًِ الارر yang 

berarti melakukan perjalanan untuk berdagang.
121

 Dalam bahasa Arab 

mudharabah berasal dari kata   ََضَار yang berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam menjalankan usahanya.
122

 mudharabah atau qiradh termasuk dalam 

kategori syirkah
123

 atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al 

qur‟an kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah 

mudharabah, Al qur‟an hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata 

.yang diulang sebanyak 85 kali ضَارَ َ 
124

 

Secara istilah mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul maal 

(atau bisa kita sebut bank syariah) dengan mudharib (nasabah) untuk 

mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana 

tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati, jika terjadi 

kerugian ditanggung shahibul maal.
125

 

Mudharabah dalam perspektif fiqh merupkan kontrak yang melibatkan 

antara dua kelompok, yaitu investor (Shahibul maal) yang mempercayakan 

modalnya kepada nasabah/pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam 

aktivitas perdagangan/bisnis. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi 

menurut kesepakatan bersama.
126

 Mudharib dalam hal ini memberikan 

kontribusi pekerjaan, waktu dan usahanya sesuai dengan ketentuan yang 

dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) 

yang dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi yang telah 
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disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah 

pihak investor saja.
127

 

Lebih lanjut Wahbah az Zuhaili berpendapat, mudharabah adalah akad 

penyerahan modal oleh pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan 

keuntungan dimiliki antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka 

buat.
128

 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mudharabah 

adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak 

pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga 

dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka 

sesuai kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.  

Kalau kita kaitkan secara khusus dengan bank Islam maka bank adalah 

pemilik modal dan nasabah adalah pengelola usaha yang mana margin 

keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat. 

7. Landasan Hukum Mudharabah 

Secara syar‟i keabsahan transaksi mudharabah didasarkan pada beberapa 

nash Al qur‟an dan Sunnah. Secara umum landasan hukum syariah 

mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini 

tampak dalam ayat-ayat dan Hadis berikut ini: 

a. Al qur‟an 

Al qur‟an tidak pernah membicarakan langsung mengenai mudharabah, 

meskipun Alqur‟an menggunakan kata dl-r-b, yang darinya kata mudharabah 

diambil, sebanyak 58 kali. Berikut ayat-ayat Al qur‟an yang berkaitan dengan 

mudharabah. Surat al Muzammil ayat 20: 

…                        

     …. 
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“…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah…”
129

 

 

Yang menjadi argumen dari surat ini adalah adanya kata yadhribun yang 

sama dengan akar kata mudharabah, dimana berarti melakukan suatu 

perjalanan usaha.
130

 Berarti mudharib berjalan di muka bumi untuk mencari 

atau mendapatkan karunia Allah.
131

 

b. Hadis 

 ِّ ٌْ ٌَْ هكَُ بِ ِّ اَ الَ يُلَارَبةًَ اشِْحرََ َاعَهىَ صَاحِ ِ ًَ طهَرِِّ  اذَِا دَفعََ انْ ًُ ٍُ عَْ دِ انْ ٌَ اٍَرِّدَُاَ انْع َّاشٍُ بْ َ ا

ٍَ فَ هَغََ شَرْ ََّ  ًِ ٌَ فعََمَ ضَ ِ ِّ دَابَّةً ذَاتَ َ  دٍِ رَ َ ةٍَ فاَ ِّ اَادِباً اَلَا اَْ حرَِيَ بِ ُْهسِلَ ٌِ بحَْرًا اَلَ اَ

  (رااِ انط راًَ فً الاااط عٍ ابٍ ع اش)رَاُ لُ لله ص و فاَََ ازَُِ 

“Abbas bin Abdul Munthalib jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi 

lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika 

persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. 

Ketika persyaratan yang ditetapkan itu didengar Rasulullah, belia 

membenarkannya” (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas). 

 

Kemudian didukung dengan Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 2280 

yang telah disebutkan di atas. 

8. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Menurut Ulama Syafi‟iyah rukun mudharabah ada enam yaitu, pertama, 

pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, kedua, orang yang 

bekerja yaitu barang yang diterima dari pemilik barang, ketiga, akad 

mudharabah, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang, 

keempat, maal yaitu harta pokok atau modal, kelima, amal, yaitu pekerjaan 

pengelolaan harta sehinga mengahasilkan laba, keenam, keuntungan. 

Dari rumusan rukun mudharabah dpat dipahami bahwa pada dasarnya 

faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah adalah: 

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 
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Pelaku akad mudharabah sama dengan akad jual beli ditambah satu faktor 

tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah harus ada 

minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal 

(shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana 

usaha (mudharib).
132

 

b. Objek mudharabah (modal dan kerja) 

Objek dalam akad mudharabah merupakan konsekuensi logis dari 

tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan 

modalnya sebagai objek mudharabah sedangkan pelaksana usaha 

menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan 

bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan 

kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, 

management skill dan lain lain.
133

 

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) 

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an 

taradhin (sama-sama rela).  Di sini kedua belah pihak harus secara suka 

rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Shahibul 

maal setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dananya, 

sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan kerjanya. 

d. Nisbah Keuntungan 

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada 

dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib 

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat 

imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah 

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian 

keuntungan.
134
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Sedangkan syarat mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan harus orang yang 

cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. 

b. Syarat yang berkaitan dengan bentuk modal harus berbentuk uang, jelas 

jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang 

mengelola. 

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan bahwa pembagian keuntungan 

harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50% dan sebagainya 

menurut kesepakatan bersama.
135

 

9. Mudharabah Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 

Menurut fatwa ini, ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan yang harus 

dipenuhi diantaranya adalah: 

a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank 

Islam/LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif 

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% 

kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak 

sebagai pengelola usaha/mudharib. 

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS 

dan Nasabah). 

d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam 

manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan. 

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, 

lalai, atau menyalahi perjanjian. 
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g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, 

namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 

bersama dalam akad. 

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 

i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat 

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

10. Mekanisme Mudharabah 

Skema di bawah ini merupakan mekanisme yang dilakukan secara umum 

dalam akad mudharabah: 

Gambar 7. Skema Mudharabah (sumber: ini lho bank syariah) 

 

11. Pengertian Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak berhak ikut serta 

dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang 

dengan persentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak 
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hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, dan apabila terjadi kerugian 

masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-

masing.
136

 

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran. 

Menurut fiqh, musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat 

dalam hal modal dan keuntungan.
137

 

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa 

pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian antara bank dan nasabah 

untuk melakukan suatu kegiatan usaha dimana keuntungan dan risiko dari 

usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. 

12. Landasan Hukum Musyarakah 

a. Al qur‟an 

Secara syar‟i keabsahan transaksi musyarakah didasarkan pada beberapa 

nash Alqur‟an dan Hadis. Dalil-dalil ini memberikan anjuran untuk berserikat 

dan mengutamakan moral dalam menjalankannya. Salah satu nash Al qur‟an 

tersebut termaktub dalam surat Shad ayat 24 yaitu: 

…                           

        …. 

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat sebagian 

dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali yang beriman 

dan mengerjakan amal sahleh…”.
138
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b. Hadis 

ثَنَا دمُ  حَدَّ حَ َّ َ ا َ   بْ مُ   مُ يصِّ يمِ يُّ   مُ َ بْ ثَنَا  ابْ مِ دمُ  حَدَّ حَ َّ َ ا مِ   بْ مُ   مُ ا َ  أَ مِ  َ  بْ   الصِّ بْ مِ  َ  بْ   الَّ بْ مِ صِّ  حَ َّ
َ  َ  أَ مِ  َ  بْ  أَ مِ يمِ  َ  بْ َ   مِ َّ : َ ااَ  َ َ َ يمُ   مُ َ ا َ  مُ بْ  اَ بْ  َ ا  الَّ مِ يَ بْ مِ  ثَاامِ مُ  أنََا َ  مُ امُ   َّ  أحََدمُ مُ

َ يمُ  َ ا  مِ بْ  َ َ  بْ مُ  َ انَيمُ  َ إمِذَ  يَاحمِ نمِهمِ  َ  بْ
 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al 

Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, 

dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia 

merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah 

pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang 

diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah 

mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.
139

 

 

13. Fatwa DSN tentang Musyarakah 

 Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

 Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai wakil. 

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses 

bisnis normal. 

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola 

aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan 

aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 

melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
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e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 

dana untuk kepentingannya sendiri. 

 Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

a. Modal 

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya 

sama. 

2. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, 

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 

3. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan 

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas 

dasar kesepakatan. 

4. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, 

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan. 

b. Kerja 

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 

musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 

lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 

tambahan bagi dirinya.  

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi 

dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi 

kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 

d. Keuntungan 

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau 

penghentian musyarakah. 

2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra. 
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3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi 

jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 

4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

e. Kerugian 

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut 

saham masing-masing dalam modal.  

Biaya Operasional dan Persengketaan 

f. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 

g. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

14. Rukun dan Syarat Musyarakah 

Adapun yang menjadi rukun dalam musyarakah adalah apabila 

musyarakah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna 

menentukan sahnya akad tersebut. rukun yang dimaksud adalah ijab qabul 

(sighat), pihak yang bertransaksi, dan objek transaksi (modal dan kerja).  

Sedangkan syarat musyarakah adalah pertama, dapat dipandang sebagai 

perwakilan, kedua, ada kejelasan dalam pembagian nisbah/bagi hasil, ketiga, 

bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima 

(1/5), sepertiga (1/3), atau 10%. Jika keuntungan tidak jelas (majhul), akad 

menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan ma‟qud alaih (salah satu rukun 

akad menurut jumhur). Laba merupakan bagian umum dari jumlah. 

15. Mekanisme Musyarakah 

Mekanisme musyarakah dapat secara singkat digambarkan sesuai gambar 

di bawah ini: 
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Gambar 8. Skema Mekanisme Musyarakah (sumber: ini lho bank syariah) 

 

 

16. Pembiayaan bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah 

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian 

pembiayaan.
140

 Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank 

Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam 

kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M). 

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan 

pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi 

didefenisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka 

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. 

Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara: 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angusran, jangka waktu, dan 

atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban 

nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 
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c. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. 

1. Penambahan fasilitas pembiyaan bank 

2. Konversi akad pembiayaan 

3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah 

4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah. 

17. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Menurut Suhardjono penyelesaian pembiayaan macet dapat 

dilakukan dengan cara damai, melalui jalur hukum, dan jalan terakhir 

adalah penghapusan pembiayaan macet.
141

 

Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat 

dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, 

penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh Bank, novasi 

pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset 

perusahaan debitur kepada pihak ketiga. 

Penyelesaian pembiayaan macet melalui jalur hukum antara lain 

dengan penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri, yang 

mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada 

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan 

kepailitan melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian pembiayaan macet 

melalui Kejaksaaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim. 

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah 

tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka 

Direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan 

penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun 

pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena 

penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan 
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akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap 

perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank. 

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan 

bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi 

semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat 

administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke 

ekstrakompatibel. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih 

mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang 

dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola.
142

 

18. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Bertitik tolak dari pendapat para ahli dan pengalaman yang 

diperoleh selama ini, maka pada prinsipnya penyebab pembiayaan 

bermasalah di bank Muamalat Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua 

faktor yaitu: 

1. Faktor Internal: 

- Aspek Analisa Pembiayaan 

a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah (nature of 

bisnis) 

b. Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan keuangan yang 

disajikan wajar atau tidak. 

- Aspek Perhitungan Modal Kerja 

Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 

nasabah. 

- Aspek Sumber Pengembalian 

a. Proyeksi penjualan terlalu optimis 

b. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis 

dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. 
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- Aspek Jaminan  

Tidak memperhitungkan aspek marketable, dan dianggap sebagai 

pelengkap tanpa memperhitungkan risiko seandainya pembiayaan 

bermasalah. 

- Lemahnya Aspek Supervisi dan Monitoring 

Monitoring dibagi menjadi dua, yaitu pertama, desk monitoring; 

hal ini terjadi karena kurangnya tindakan evaluasi atas rekening 

Koran, kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran 

kewajiban nasabah, dan belum diterapkannya managing 

collectability tentang “how to manage your account” yang 

berhubungan dengan tingkat kesehatan pembiayaan. Kedua, on 

side monitoring, yaitu terjadi karena jarang ke lokasi nasabah, 

sehingga side streaming dan permasalahan nasabah tidak dapat 

terdeteksi sejak awal. 

2. Faktor eksternal (nasabah): 

Hal ini dapat berupa kalah dalam persaingan usaha, usaha yang 

dijalankan relatif baru, gagal dalam collection, side streaming dalam 

penggunaan dana, meninggalnya key person, perselisihan sesama 

direksi, perceraian key person, anggota keluarga sakit, dan karakter 

tidak bagus. 

F. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan manajemen risiko 

perbankan Islam oleh peneliti sebelumnya. 

Misalnya Penelitian yang dilakukan oleh Huryatul Akmal, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Good Corporate Governance 

dan Manajemen Risko di Bank Islam” pada tahun 2008, dengan hasil 

kesimpulannya adalah bahwa pertama, perlu dilakukan rekontruksi 

paradigma agency theory yang juga diterapkan pada bank Islam. Hal ini 

disebabkan basis dari semua aktivitas bank Islam menjujung tinggi 

kepercayaan dari semua pihak yang terlibat, kedua, prinsip-prinsip GCG yang 

telah ada mengalami reduksi makna dalam tujuan-tujuan kepentingan 
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tertentu. Untuk diterapkan pada bank Islam prinsip-prinsip tersebut perlu 

dikritisi dan ditinjau ulang, ketiga, bank Islam membutuhkan regulasi yang 

komprehensif untuk menunjang terwujudnya GCG. Keempat, eksistensi dan 

peran lembaga pendukung penerapan prinsip-prinsip GCG pada bank Islam, 

kelima, menerapkan prinsip GCG yang telah dirumuskan tersebut dalam 

aktivitas dan manajemen risiko pada bank Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatullah, SH, dengan judul tesis 

“Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Diperbankan Islam: Studi di 

Perbankan Islam Cabang Mataram” dengan hasil penelitiannya bahwa 

kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Islam Cabang Mataram dilakukan 

dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Beberapa produknya seperti Giro 

BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSM OURO, Giro 

wadiah bank Muamalat dalam mata uang rupiah dan valas, pribadi maupun 

perusahaan, tabungan umat junior, tabungan simpatik. Sedangkan 

mudharabah seperti Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan 

Qurban dan Tabungan dengan kartu SharE, deposito BSM, deposito BSM 

valas, dan deposito Mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan bagi hasil adalah dengan akad musyarakah dan mudharabah. 

Prinsip bagi hasil ini adalah karakteristik utama dalam perbankan Islam, akan 

tetapi dalam kegiatan pembiayaan di perbankan Islam masih rendah 

dibandingkan pembiayaan lainnya seperti Murabahah (jual beli), hal ini 

disebabkan antara lain karena tingginya risiko yang harus di tanggung oleh 

bank apabila terjadi kerugian yang diakibatkan bukan dari kesengajaan atau 

kelalaian dari nasabah sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam 

memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kendala lainnya adalah sumber 

daya manusia yang kurang memadai, manajemen risikonya yang kurang 

efektif, sistem informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih 

memandang bank Islam sama dengan konvensional dan tidak adanya standar 

moral yang ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sariadi, Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan 
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Risiko pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan” dengan 

kesimpulan penghimpunan dana dari masyarakat di BPRS Deli Serdang dan 

Kota Medan dilakukan dengan tabungan wadiah dan mudharabah serta 

deposito Mudharabah. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pelaksanaan 

penyaluran dalam akad bagi hasil di BPRS Deli Serdang dan Kota Medan 

menggunakan bebarapa akad mudharabah dan musyarakah. Dalam 

implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan 

prinsip pembiayaan lainnya seperti Murabahah, hal ini disebabkan beberapa 

faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, 

berkarakter baik dan berintegrasi tinggi, tingginya risiko yang harus 

ditanggung bank, perhitungan bagi hasil pada akad bagi hasil tersebut 

menggunakan profit sharing artinya bagi hasil yang dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi dengan biaya. Kendala 

operasional BPRS dalam impelementasi prinsip bagi hasil dan risiko adalah 

nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai standar, BPRS sulit 

menentukan pada tahapan lancar atau non lancar, pendapatan nasabah tiap 

bulan tidak dilaporkan kepada bank, tingkat kejujuran nasabah sangat rendah 

dalam perkembangan usahanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, dengan judul 

“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga 

Likuiditas Bank Islam: Studi Pada PT Bank Islam Mandiri Cabang Malang” 

dengan hasil bahwa pengelolaan risiko pembiayaan di PT BSM Cab. Malang 

berjalan secara efektif sesuai dengan arahan, pedoman, dan kebijakan dari 

BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam Enterprise Risk Manajement 

(ERM) yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan 

dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen risiko, SIMRIS 

(syariah mandiri risk information system), penetapan limit risiko dan 

pengembangan perangkat analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang 

digunakan adalah dengan metode 5C dan 7A. dengan pola pengelolaan risiko 
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tersebut PT BSM mampu menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman. Hal 

ini terlihat meskipun ditengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan 

tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 

92,96% namun NPF dapat ditekan di bawah 5% yaitu NPF BSM pada tahun 

2006 dan 2007 masing-masing sebesar 4,64% dan 3,39%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saipul Bahri dengan judul “ 

Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Islam Muamalat”. Pada 

tahun 2008 dengan hasil penelitiannya adalah bahwa walapun Murabahah 

termasuk NCC (Natural Certainty Contract), tetapi ternyata masih banyak 

risiko yang perlu di manage agar pembiayaan ini tetap menguntungkan buat 

bank Islam dan tetap kompetitif bila dibandingkan dengan kredit 

konvensional. Bank Islam Muamalat disini dikategorikan dalam kondisi sehat 

karena bank Islam muamalat sangat memiliki kemampuan untuk mengatasi 

risiko usaha yang terkandung dalam komponen aktiva produktif terutama 

komponen pembiayaan yang diberikan apabila nasabah gagal mengembalikan 

sebagian atau seluruh kredit yang diterima bank Islam muamalat. Secara garis 

besar manajemen risiko yang dilakukan perbankan Islam terhadap 

pembiayaan Murabahah sudah cukup baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan 

persentase NPF (Non Performing Finance) Bank Islam Muamalat untuk 

pembiayaan Murabahah pada tahun 2004 sebesar 3,5 %, tahun 2005 sebesar 

3%, tahun 2006 sebesar 5%. Tiga sektor utama yang menjadi penyebab 

pembiayaan bermasalah tahun 2004 adalah perminyakan, jasa, lainnya dan 

perdagangan, tahun 2005 adalah pertambangan, jasa usaha, dan perdagangan, 

tahun 2006 adalah lain-lain, pengangkutan, jasa usaha. Upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada bank Islam Muamalat masih lebih adik dan 

menguntungkan nasabah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Ini 

berarti pembiayaan ini masih lebih kompetitif jika dibandingkan dengan 

kredit konvensional. 

Kemudian ditambahkan dengan hasil penelitian yang berhubungan 

dengan persepsi nasabah, maka ada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

oleh beberapa orang, termasuk diantaranya yaitu: 
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Kemudian penelitian oleh Samiah Harbara dan Sofyan S. Harahap dengan 

judul “Persepsi Analis Kredit/Pembiayaan Tentang Resiko Kredit Pada Bank 

Konvensional Dna Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Central Asia Dan 

Bank Syariah Mandiri). Dengan hasil penelitian pertama, pada penerapan 

manajemen risiko kredit, tidak terdapat perbedaaan yang signifikan antara 

persepsi nasabah analis kredit bank syariah dan analis kredit bank 

konvensional terhadap proses penerapan manajemen risiko. Kedua, tidak 

terdapat perbedaaan yang signifikan antara persepsi nasabah analis kredit 

bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap identifikasi risiko 

kredit. Ketiga, terdapat perbedaaan yang signifikan antara persepsi nasabah 

analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap 

timbulnya kredit macet. 

G. Kerangka Konsep  

Risiko merupakan suatu ancaman atau kemungkinan suatu 

tindakan/kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan 

tujuan yang ingin dicapai.
143

 Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu 

kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang 

tidak diperkirakan (unticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan 

dan permodalan bank.
144

 Manajemen risiko merupakan suatu metode logis 

dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, 

menetapkan solusi serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang 

berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
145

 

Penerapan dan implementasi Manajemen risiko sangat diperlukan atas 

produk pembiayaan karena dalam pembiayaan sarat risiko termasuk di 

dalamnya adalah risiko kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian. 

Manajemen risiko merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam produk pembiayaan. 
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Bank dan pihak nasabah merupakan dua unsur terkait yang dapat menjadi 

aktor utama penyebab pembiayaan bermasalah sekaligus penanganan 

permasalahannya. Sehingga keduanya dijalin kontrak yang saling bergantung 

sama lain. 

Dalam proses manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah 

tersebut tersimpul dua unsur yang sangat urgen dilaksanakan yaitu kepastian 

hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum adalah mutlak namun sering 

kali mencederai rasa keadilan hukum nasabah. Sehingga keduanya harus 

dipadukan dalm konteks yang saling memberi kemasalahatan bagi sesama 

antara bank dan nasabah. 

Kerangka teoritis yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 9. Keranga Pemikiran/Teori 
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